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ABSTRAK

Pemerintahan Daerah di istilahkan untuk menyebutkan satuan
pemerintahan di bawah pemerintahan pusat yang memiliki wewenang
pemerintahan sendiri. Dalam konteks Undang-undang Nomor. 32
Tahun 2004 yang dirubah menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah. Bupati adalah penyelenggaraan
urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang searah juga membantu
Gubernur dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah menurut
azas otonomi.

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui pengaturan hukum
pemberhentian Bupati dalam sistem Pemerintahan daerah, untuk
mengetahui mekanisme pemberhentian Bupati yang telah melakukan
tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-undang Pemerintahan Daerah
dan untuk mengetahui akibat hukum pemberhentian Bupati menurut
sistem Pemerintahan Daerah.

Sifat penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif
melalui pendekatan hukum vyuridis normatif. Penelitian hukum
normatif yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian
perpustakaan (library research).

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pengaturan
pemberhentian Bupati dalam sistem pemerintahan daerah diatur dalam
Pasal 78 sampai dengan pasal 89 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
jo Unndang-undang Nomor 2 Tahun 2014 jo Undang-undang Nomor 9
Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah
Nomor 78 Tahun 2012 serta pemberhentian Bupati akibat melakukan
tindak pidana korupsi harus didasari terlebih dahulu dengan kekuatan
hukum yang tetap oleh Mahkamah Agung. Pengaturan mengenai
mekanisme pemberhentian Bupati menurut Undang-undang Nomor 23
Tahun 2014 jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 jo Undang-undang
Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan
Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012.

Kata Kunci: Dismissal, Bupati, Korupsi, Pemerintahan Daerah
*Mahasiswa Program S-1 Hukum Fakultas Hukum UISU

**Pembimbing | Program S-1 Hukum Fakultas Hukum UISU
***Pembimbing Il Program S-1 Hukum Fakultas Hukum UISU.



	ABSTRAK

